BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasakan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat
dan ditulis oleh penulis maka beberapa pokok yang dapat dijadikan
sebagai kesimpulan antara lain :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penahanan untuk
mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para
tahanan  sebagaimana diatur dalam instrument internasional
HAM, dengan tujuan untuk memberantas segala bentuk praktik
penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai
objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-
wenang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia
yang dijamin oleh undang-undang dalam proses penahanan yaitu
bebas dari sikasaan, memperoleh pemeriksaan cepat, memperoleh
bantuan hukum, memperoleh pelayanan kesehatan, menerima
kunjungan dari keluarga dan hak memperoleh ganti kerugian dan
rehabilitasi.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penahanan adalah untuk
menjamin perlindungan hak-hak manusia dalam setiap aspek
kehidupannya. Jaminan perlindungan dan pengakuan HAM itu
tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja melainkan ditujukan
kepada seluruh umat manusia, Al-Qur’an sebagai landasan utama
ajaran islam bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai
pengatur tata kehidupan umat manusia. Di dalam Islam
perlindungan HAM itu telah dijamin termasuk pada hal
penahanan, seperti hak perlindungan kesehatan, hak untuk

membela diri, perlindungan hak tahanan dalam interogasi,
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perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak dan
hak ganti kerugian atas keputusan yang salah.

Saran

Aparat penegak hukum terutama kepolisian harus menghentikan
segala bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaannya.
Kekerasan, penyiksaan maupun penganiayaan, yang dilakukan
secara fisik maupun mental harus dihentikan. Aparat harus
menjaga dan menghormati HAM setiap warga Negara, termasuk
Hak Asasi manusia para tahanan.

Negara harus menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia
itu secara utuh. Negara harus menjamin dan melindungi HAM
seseorang, tanpa pandang bulu apalagi didasarkan atas
kepentingan pribadi dan golongannya. Negara harus menindak
tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tanpa
membedakan agama, ras, suku bangsa, warna kulit, ideology,
miskin atau kaya, pejabat atau rakyat biasa, maupun sipil atau
militer. Sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa dirasakan

oleh setiap warga Negara termasuk tahanan.
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